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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the perception of taxation
sanctions, understanding of taxation and the benefits of NPWP had a significant
effect on tax compliance. The sample population in this study is the Personal
Taxpayer, namely the employee or employee who reports the Annual Tax Return
at KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Data was obtained from distributing
questionnaires to respondents then the data was collected and managed through
SPSS. The number of samples used was 100 respondents and as many as 82
guestionnaires returned completely and can be processed. By using logistic
regression techniques, the results of the study show that the taxation sanction
perception variable has a significant effect on taxpayer compliance. Giving
sanctions that burden taxpayers will make taxpayers choose actions to behave
obediently in carrying out their tax obligations. Meanwhile, understanding
taxation and the benefits of NPWP have no significant effect on tax compliance.

Keywords: taxpayer compliance, tax sanctions, understanding of taxation,
benefits of NPWP.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber dari hasil kekayaan alam yang ada di
pendapatan utama - negara yang negara -~ itu. -~ Pungutan  pajak

memiliki peranan penting  untuk
kelangsungan hidup suatu bangsa.
Menurut Rochmat Soemitro, pajak
adalah gejala masyarakat, artinya
pajak hanya ada di dalam masyarakat
yang mempunyai tujuan tertentu
(Soemitro,  1992).  Penghasilan
negara adalah berasal dari rakyatnya
melalui pungutan pajak, dan/atau

mengurangi  penghasilan individu
tetapi sebaliknya merupakan
penghasilan masyarakat yang
kemudian dikembalikan lagi kepada
masyarakat, melalui fasilitas umum

untuk masyarakat seperti
pembangunan jembatan,
pembangunan jalan raya,

pembangunan halte, dan sebagainya.



Pajak memiliki fungsi finansial
dan  fungsi  mengatur.  Fungsi
finansial tersebut yaitu memasukkan
uang sebanyak-banyaknya ke kas
negara, dengan tujuan  untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara. Penerimaan dari sektor pajak
dewasa ini menjadi tulang punggung
penerimaan negara dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Sedangkan Fungsi Mengatur  yaitu
Pajak digunakan sebagai alat untuk
mengatur masyarakat baik dibidang
ekonomi, sosial, maupun - politik
dengan tujuan tertentu.

Kepatuhan pajak adalah
suatu sikap terhadap fungsi pajak,
berupa - konstelasi - dari komponen
kognitif, efektif, dan konatif 'yang
berinteraksi . dalam  memahami,
merasakan dan berperilaku terhadap
makna dan fungsi pajak (Ketut Evi
dan  Ketut = Budiartha,  2013).
Kepatuhan pajak merupakan salah
satu penunjang yang bisa mampu
meningkatkan - pendapatan _-suatu
negara. Peraturan perpajakan yang
telah mengalami - perubahan - dari
waktu ke waktu  dan = telah
disesuaikan dengan beberapa aspek
diharapkan dapat membuat - sistem
perhitungan dan pemungutan. pajak
semakin efektif dan efisien, memberi
kemudahan bagi para pemakai
produk hukum, serta berdampak
pada  peningkatan penerimaan
negara.
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Gambar 1

Rasio Kepatuhan Penyampaian
SPT Pajak 2014-2017

Sumber : BPS, Departemen
Keuangan

Gambar 1.1 tersebut
menunjukkan peningkatan kepatuhan
penyampaian SPT Pajak dari tahun
2014-2017. Meskipun mengalami
peningkatan setiap tahun tetapi
besarnya masih jauh lebih rendah
dari jumlah Wajib pajak yang wajib
SPT yang ditunjukkan pada gambar
yaitu pada tahun 2014 jumlah WP
yang wajib SPT sebesar 17,7 Juta
dan pada realisasinya hanya sebesar
sepuluh juta. Hal ini menunjukkan
masih rendahnya kesadaran Wajib
pajak dalam penyampaian SPT
Pajak. Selain menerima hak sebagai
Wajib pajak, para Wajib pajak juga
harus memenuhi kewajiban
perpajakannya.
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Berdasarkan data dari Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) telah mencatat realisasi
penerimaan pajak selama semester pertama
tahun ini dari wajib pajak orang pribadi
sebesar Rp 61,4 triliun yang mencakup
penerimaan PPh 21 sebesar Rp 55,6 triliun
dan PPh 25/29 orang pribadi sebesar Rp 5,8
triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon
Arsal menyatakan, terjadi pertumbuhan pada
penerimaan PPh 25/29 yang mencapai
55,5% dibandingkan dengan semester
pertama tahun sebelumnya yang sebesar Rp
3,7 triliun. Peningkatan ini antara lain
disebabkan terdapat peningkatan setoran
pajak dari wajib pajak peserta amnesti pajak.
Sementara itu, penerimaan PPh 21 semester
1 tahun 2018 sendiri tumbuh negatif 4,43%
dibanding semester 1 2017 yang sebesar Rp
58,2 triliun. Penyebabnya = ‘adalah
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang
berlaku di semester 1 tahun ini sudah
menggunakan PTKP baru sebesar Rp 54 juta
per tahunnya, sementara di semester 1 tahun
lalu masih menggunakan PTKP lama atau
Rp 36 juta per tahunnya.

Hampir semua daerah mengalami
penurunan yang signifikan PPh 21 nya
akibat PTKP yang baru ini. Untuk Juli
sendiri PPh 21 sudah mulai mengalami
pertumbuhannya 25% dibanding Juli tahun
lalu. Hanya saja, penerimaan bulan Juli-itu
belum bisa mengompensasi pertumbuhan
negatif sebelumnya (Kontan.co.id).
Sehingga dapat disimpulkan jika masih
banyak masyarakat Indonesia  belum
sepenuhnya patuh untuk rutin dalam
pembayaran pajak. Untuk itu diperlukan
penelitian lebih lanjut terkait hal — hal yang

menyebabkan wajib pajak rutin dalam
membayar pajak setiap tahunnya. Terdapat
beberapa  faktor yang  menyebabkan
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran
pajak,  diantaranya  persepsi  sanksi
perpajakan, pemahaman perpajakan dan
kemanfaatan NPWP.

Faktor yang pertama yaitu persepsi
sanksi perpajakan yang merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan - perpajakan (norma perpajakan)
akan “dituruti/dipatuhi,  dengan kata lain
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah
(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan (Ketut Evi dan Ketut
Budiartha, 2013). Persepsi sanksi perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
karena menurut teori —atribusi  sanksi
perpajakan merupakan salah satu penyebab
eksternal yang ~mempengaruhi persepsi
seorang  wajib pajak dalam membuat
penilaian ~ mengenai  perilaku = dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Penelitian dari Arabella dan Yenni (2013);
Ketut Evi dan Ketut Budiartha (2013); Diyat
(2015); Nelsi (2017); Viktor, Agus dan
Robert (2016); Putu dan Ni Luh (2016)
menyatakan jika persepsi sanksi perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.. Hal ini dikarenakan jika wajib
pajak akan mematuhi kewajiban
perpajakannya dengan memandang sanksi
perpajakan yang ada lebih  banyak
merugikan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Namun hasil penelitian berbeda dinyatakan
oleh Siti dan Zulaikha (2013) dan Iva (2014)
bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Hal ini menandakan pengetahuan wajib
pajak yang minim mengenai sanksi
perpajakan.  Pemberian  sanksi  yang
memberatkan wajib pajak bertujuan untuk
memberikan efek jera sehingga tercipta
kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib
pajak yang minim mengenai sanksi
perpajakan dapat membuat wajib pajak
beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang
menakutkan atau memberatkan sehingga
dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Faktor yang kedua yaitu pemahaman
perpajakan yang didefinisikan sebagai
proses pengubahan sikap dan tata laku
seorang wajib pajak atau kelompok wajib
pajak dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan
(Diyat, = 2015). Pemahaman perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
karena  berdasarkan  teori atribusi,
pemahaman perpajakan wajib pajak tentang
peraturan perpajakan merupakan penyebab
internal yang dapat mempengaruhi persepsi
wajib pajak dalam membuat keputusan
mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Penelitian dari- Siti- dan
Zulaikha (2013); Evi dan Budiartha (2013);
Diyat (2015); Iva (2014) menyatakan bahwa
pemahaman perpajakan berpengaruh
signifikan positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak yang
berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian
masing-masing  wajib  pajak  untuk
berperilaku patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang
berbeda dinyatakan oleh Nelsi (2017) dan
Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa
pemahaman perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi atau
rendahnya pemahaman wajib pajak,tidak
akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
itu sendiri.Ini dikarenakan masih banyak
wajib pajak yang belum paham secara
terperinci  terkait  segala  peraturan
perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan
peneliti masih banyak wajib pajak yang
belum - mampu untuk mengisi SPTnya
sendiri.

Faktor yang ketiga yaitu
kemanfaatan NPWP. Menurut Ainil (2015)
kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak
dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana
wajib pajak tersebut sangat memerlukan
NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan
dengan manfaat dari  memiliki NPWP.
Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau
untung. Kemanfaatan NPWP berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak karena
menurut teori atribusi, kemanfaatan NPWP
merupakan penyebab internal yang dapat
mempengaruhi_persepsi wajib pajak dalam
membuat keputusan mengenai  perilaku
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Penelitian dari
Ainil (2015) menyatakan bahwa
kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan manfaat yang dirasakan wajib
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam memiliki NPWP. Namun hasil
penelitian yang berbeda dari Siti dan
Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa
kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak karena
kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau
dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib
pajak. Kemanfataan NPWP dapat diperoleh
atau dirasakan bagi wajib pajak yang



membutuhkan atau memiliki kepentingan
saja.

Berdasarkan beberapa kesimpulan
yang berbeda diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang sama
namun pada sampel dan periode yang
berbeda. Hal ini dilakukan  untuk
mengetahui lebih jauh tentang pengaruh
persepsi sanksi perpajakan, pemahaman
perpajakan, dan kemanfaatan — NPWP
terhadap kepatuhan wajib pajak.

RERANGKA TEORITIS YANG
DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan bahwa ketika
individu mengamati perilaku -seseorang,
individu berupaya untuk menentukan apakah
perilaku tersebut disebabkan secara internal
atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008).
Perilaku dapat disebabkan melalui dua hal
yaitu dari internal dan eksternal. Perilaku
yang disebabkan dengan cara eksternal
merupakan perilaku yang dianggap sebagai
akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu
tersebut dianggap = telah ~ dipaksakan
berperilaku demikian oleh situasi. Perilaku
yang disebabkan secara internal merupakan
perilaku yang diyakini berada di bawah
kendali pribadi seorang individu. Perilaku
yang disebabkan secara eksternal merupakan
perilaku yang dianggap sebagai akibat dari
sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut
dianggap telah dipaksa berperilaku demikian
oleh situasi.

Keterkaitan teori atribusi dalam
penelitian ini yaitu teori ini digunakan
sebagai dasar hipotesis mengenai faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
Wajib Pajak seperti Persepsi  Sanksi
perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan
Kemanfaatan NPWP. Kepatuhan wajib
pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib
pajak dalam membuat penilaian terhadap
pajak itu sendiri. Apabila Wajib Pajak

memikirkan adanya sanksi perpajakan yang
dapat dikenakan saat Wajib Pajak tidak
mematuhi peraturan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Republik
Indonesia nomor 16 tahun 2009, pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat _memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara -~ langsung  dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Kepatuhan Wajib pajak
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana Wajib pajak memenuhi semua
kewajiban- perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya (Rahman, 2010 : 32).

Persepsi Sanksi perpajakan

Suranto (2010 107)  mendefinisikan
persepsi sebagai berikut:

“Persepsi merupakan proses internal yang
diakui individu dalam menyeleksi dan
mengatur stimuli yang datang dari luar.
Stimuli_itu ditangkap oleh indera, secara
spontan pikiran dan perasaan Kkita akan
memberi makna atas stimuli tersebut. Secara
sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai

proses - _individu - dalam -~ memahami
kontak/hubungan dengan dunia
sekelilingnya.”

Mardiasmo (2011 59) mendefinisikan
sanksi perpajakan adalah:

“Jaminan - bahwa ketentuan  peraturan
perundang — undangan perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.
Atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar
Wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan.”



Berdasarkan definisi para ahli maka
peneliti  dapat menyimpulkan  bahwa
persepsi sanksi perpajakan adalah proses
individu dalam memahami sanksi yang
dikenakan kepada Wajib pajak yang
melanggar norma perpajakan. Berdasarkan
sudut pandang yuridis pajak mengandung
unsur paksaan yang berarti bahwa kewajiban
perpajakan jika tidak dilakukan, maka ada
konsekuensi hukum yang akan diterima.
Konsekuensi hukum tersebut meliputi sanksi
perpajakan.

Pada dasarnya _diberlakukannya
sanksi  perpajakan untuk  menciptakan
kepatuhan Wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Pentingnya bagi
Wajib pajak untuk memahami sanksi—sanksi
perpajakan untuk -mengetahui konsekuensi
yang diterima jika melakulan pelanggaran.

Pemahaman perpajakan

Menurut  Mardiasmo (2011 @ = 50)
pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah
pemahaman perpajakan  Wajib  pajak
terhadap sistem pemungutan pajak yang ada
di Indonesia dan segala macam peraturan
perpajakan yang berlaku. Diperlukan
pemahaman perpajakan dari wajib pajak
terhadap sistem perpajakan yang diterapkan
di  Indonesia karena, = dalam _-sistem
perpajakan di Indonesia  wajib - pajak
diberikan kepercayaan dan tanggungjawab
sepenuhnya dalam mengisi- SPT, = yaitu
dengan  menghitung,  menyetor,  dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang
terutang.

Kemanfaatan NPWP

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib pajak
sebagai  sarana  dalam  administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai
identitas wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya. Menurut KBBI
(Kamus  Besar  Bahasa Indonesia)

kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat,
kemanfaatan berasal dari kata benda yang
dapat  diartikan  sebagai hal yang
ber(manfaat) atau kegunaan
(https://kbbi.kata.web.id/kemanfaatan/).
Berdasarkan  definisi  tersebut  maka
kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan
yang diperoleh para wajib pajak atas
kepemilikan NPWP.

Pengaruh. Persepsi Sanksi perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya (Rahman,
2010 : 32). Persepsi sanksi perpajakan
adalah proses individudalam memahami
sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak
yang melanggar norma perpajakan. Sanksi
perpajakan merupakan alat pengendali wajib
pajak agar tetap. memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Persepsi - sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak karena
berdasarkan teori atribusi sanksi perpajakan
merupakan penyebab  eksternal  yang
mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak
dalam membuat penilaian mengenai perilaku
dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.  Pemberian = sanksi yang
memberatkan  kepada pelanggar aturan
perpajakan bertujuan untuk memberikan
efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak.
Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan
bahwa  persepsi  sanksi  perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
pajak. Pernyataan tersebut didukung dengan
penelitian Diyat (2015), yang menyatakan
bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh
signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib
pajak.

Hipotesis 1 : Presepsi sanksi perpajakan
mempengaruhi Kepatuhan

Wajib pajak.


https://kbbi.kata.web.id/kemanfaatan/

Pengaruh Pemahaman perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya (Rahman,
2010 : 32). Menurut Mardiasmo (2011:50)
pemahaman perpajakan Wajib pajak adalah
pemahaman perpajakan bagi Wajib pajak
terhadap sistem pemungutan pajak yang ada
di Indonesia dan segala macam peraturan
perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak karena
berdasarkan teori atribusi, pemahaman
perpajakan wajib pajak tentang peraturan
perpajakan  merupakan penyebab internal
yang dapat mempengaruhi persepsi wajib
pajak dalam membuat keputusan mengenai
perilaku' kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan - kewajiban perpajakannya.
Pemahaman perpajakan yang baik akan
membantu dan mempermudah wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Semakin  tinggi  tingkat pemahaman
perpajakan wajib pajak maka kepatuhan
wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan
bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan
tersebut  didukung  dengan - penelitian
Masruroh dan  Zulaikha = (2013),  yang
menyatakan bahwa pemahaman perpajakan
pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan
Wajib pajak.

Hipotesis 2 : Pemahaman perpajakan
mempengaruhi Kepatuhan
Wajib pajak.

Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak dapat didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana Wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya (Rahman,
2010 : 32). Manfaat NPWP adalah sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib
pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran  pajak dan  pengawasan
administrasi perpajakan.

Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan
teori  atribusi,  kemanfaatan =~ NPWP
merupakan. penyebab internal yang dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam
membuat - keputusan mengenai  perilaku
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Semakin banyak
manfaat yang diperoleh Wajib pajak atas
kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib
pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini
yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa
kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib pajak. Pernyataan tersebut
didukung dengan penelitian  Huda (2015),
yang menyatakan  bahwa kemanfaatan
NPWP  berpengaruh  positif  terhadap
kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3  : Kemanfaatan NPWP
mempengaruhi Kepatuhan
Waijib pajak.

Kerangka -~ Pemikiran =~ yang mendasari
penelitian ini dapat digambarkan sebagai
berikut:

Persepsi Sanksi
Perpajakan (X1) \

Pemahaman
Perpajakan (X>)

Kepatuhan Wajib

/v Pajak (Y)
Kemanfaatan NPWP

Gambar 2

Kerangka Pemikiran



METEDO PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
Wajib pajak yang ada di KPP Pratama
Surabaya Karangpilang. Sampel pada
penelitian ini adalah Wajib pajak Orang
Pribadi yaitu karyawan atau pegawai yang
melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama
Suarabaya Karangpilang.

Teknik pengambilan sampel yang
dilakukan pada penelitian-ini adalah dengan
megunakan  analisis regresi  logistik.
Penelitian ini menggunakan pengumpulan
informasi  dari anggota populasi yang
dengan senang hati bersedia memberikannya
atau yang disebut convenience sampling dari
metode nonprobability sampling (Sekaran,
2006 :136).

Data Penelitian

Dalam - penelitian  ini  teknik
pengumpulan  ~ data = sekunder = yaitu
merangkum data yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Data
tersebut yaitu berupa jumlah wajib pajak
yang terdaftar. Teknik pengambilan data
primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner
kepada responden. Data  tersebut
dikumpulkan dan kemudian dikelola melalui
SPSS. Teknik analisis data dalam penelitian
ini  menggunakan pengukuran__statistik
dengan menggunakan software  SPSS
(Statistical Product and Service Solution).

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini  meliputi variabel
dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan
variabel independen terdiri dari persepsi
sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan,
dan kemanfaatan npwp.

Alat Analisis
Pada penelitian ini teknik analisis
data yang digunakan adalah Regresi

Logistik. Regresi Logistik digunakan karena
variabel dependen dalam penelitian ini yaitu
Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan data
yang bersifat non metric, sedangkan pada
variabel independen dalam penelitian ini
menggunakan data metric. Berdasarkan
adanya campuran pegukuran pada variabel
dependen dengan variabel independen maka
menyebabkan asumsi multivariate normal
distribution tidak dapat terpenuhi sehingga
menggunakan. bentuk fungsi logistik yang
tidak membutuhkan asumsi normalitas pada
variabel independennya. Pengukuran
variabel * ‘independen dapat dinyatakan
dengan nilai 0 untuk menunjukkan wajib
pajak tidak patuh dan nilai 1 untuk
menunjukkan wajib pajak patuh.

Persamaan Regresi Logistik sebagai berikut:
Ln%=B0+[31X1+B2X2+B3X3+B4X4

Keterangan:
Ln = Log natural
Bo, B1, P2, Ps, s = Koefisien regresi
P = Probabilitas kepatuhan
wajib pajak

X1 = Persepsi Sanksi perpajakan
X2 = Pemahaman perpajakan
X3 = Kemanfaatan NPWP
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Uji Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi

memberikan gambaran terhadap objek yang
diteliti melalui data sampel atau populasi,
tanpa melakukan analisis dan kemudian
membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum (Sugiyono, 2017: 29). Berdasarkan
hasil data yang diperolen dari jawaban
responden pada masing-masing variabel,
akan dihitung secara manual pada SPSS dan
akan diperoleh gambaran secara umum
bagaimana pengaruh dari masing-masing
variabel berdasarkan rata-rata.



Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

N Minimum|Maximum| Mean |[Std. Deviation
Kepatuhan Wajib 82 .00 6.00| 5.0366 1.24171
Pajak
Valid N (listwise) 82
Sumber: Data diolah
Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik a. Jika rata—rata jumlah kepatuhan

deskriptif ~ diatas, untuk  mengetahui
tanggapan dari responden atas item-item
pertanyaan yang diajukan untuk variabel
dependen dapat ditentukan dengan mencari
nilai rata-rata jawaban dari responden
berdasarkan rumus berikut:

Interval Kelas =

Nilai tertinggi — nilai terendalJ

jumlall kelas

Interval Kelas = 0 3

2
Kategori untuk ~kepatuhan “wajib
pajak ditentukan dengan kriteria sebagal

berikut:

wajib pajak < 3 dikategorikan tidak
patuh.

b. Jika rata-rata jumlah kepatuhan
wajib pajak > 3 dikategorikan patuh.
Berdasarkan Tabel 1 nilai rata—rata

jumlah kepatuhan wajib pajak sebesar 5,04
> 3 sehingga responden dalam penelitian ini
dapat dikategorikan patuh. Rata-rata ini
menggambarkan bahwa  responden wajib
pajak telah berusaha semaksimal mungkin
untuk patuh pada aturan—aturan perpajakan
yang berlaku.

Tabel 3

Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

95,0% C.l.for
EXP(B)
B S.E. | Wald | Df Sig. Exp(B) | Lower | Upper
Step 1*  Presepsi
Sanksi 605 281 4641 1| .031] 1830 1.056] 3.173
Perpajakan
(X1)
Pemahaman
perpajakan 10| .098] 1.262 1 .261 1.116 921 1.352
(X2)
Kemanfaatan
NPWP (X3) 111 104 1.136 1 .286 1.117 911 1.369]
Constant -12.359| 4.827| 6.556 1 .010 .000

Sumber ; Data diolah



Berdasarkan hasil koefisien regresi
logistik di atas diperoleh persamaan regresi
logistik sebagai berikut:

Ln 1‘_'417 = - 12,359 + 0,605 Persepsi Sanksi

Perpajakan + 0,110 Pemahaman Perpajakan
+ 0,111 Kemanfaatan NPWP

Hipotesis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ho: Variabel independen tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.

Ha: Variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen.

Hasil  pengujian  masing-masing
koefisien regresi logistik menunjukkan

bahwa variabel persepsi sanksi perpajakan
mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,031
yang lebih kecil dari 0,05, maka Hi diterima
artinya bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dari- variabel persepsi sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel pemahaman perpajakan
mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,261
yang lebih besar dari 0,05, maka Hz ditolak
artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang
signifikan  dari  variabel pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel kemanfaatan NPWP mempunyai
nilai signifikansi sebesar 0,286 yang lebih
besar dari 0,05 maka Hs ditolak artinya
bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel
kemanfaatan NPWP ' terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Pengaruh persepsi sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis pertama (H1)
menyatakan  bahwa  persepsi  sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat
dari nilai koefisien bernilai positif yaitu
0,605 dan nilai signifikansi yaitu 0,031 yang
lebih kecil dari a = 5%. Hal ini berarti
bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai
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koefisien regresi variabel persepsi sanksi
perpajakan yaitu 0,605 menunjukkan bahwa
setiap kenaikan 1 poin persepsi sanksi
perpajakan akan meningkatkan kepatuhan
wajib pajak sebesar 0,605 dan ini
menyebabkan hubungan positif antara
variabel persepsi sanksi perpajakan dengan
kepatuhan wajib pajak artinya apabila
persepsi sanksi perpajakan meningkat maka
kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat,
begitu juga sebaliknya apabila persepsi
sanksi perpajakan rendah maka kepatuhan
wajib pajak juga akan rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Nelsi
(2017), Viktor dkk (2016), Putu (2016) yang
menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak
berpengaruh - terhadap - Kkepatuhan wajib
pajak, sedangkan penelitian ini bertolak
belakang dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Siti (2013) yang menyatakan

bahwa persepsi  sanksi — pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk
meningkatkan tertib administrasi agar para
wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak.
Wajib pajak - perlu memahami sanksi
perpajakan sehingga mereka akan lebih
tertib dalam  membayar pajak dan
melaporkannya tepat waktu agar sanksi
perpajakan-ini tidak dikenakan kepada wajib
pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan
wajib pajak akan membuat wajib pajak
memilih tindakan yang akan dilakukan yaitu
untuk memilih berperilaku patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa persepsi sanksi pajak dapat membuat
wajib pajak patuh untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi
yang memberatkan wajib pajak akan
membuat wajib pajak memilih tindakan
untuk berperilaku patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan



wajib pajak dapat dilakukan melalui sanksi
perpajakan seperti meningkatkan nominal
denda, melakukan pemeriksaan rutin
terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk
meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.
Apabila sanksi perpajakan dapat dipahami
dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa
sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya

maka akan berdampak pula terhadap
kepatuhan wajib pajaknya.
Pengaruh pemahaman perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis kedua (H-)
menyatakan bahwa pemahaman perpajakan
wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Pada hasil pengujian hipotesis
menggunakan regresi logistik menunjukkan
bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, hal ini
dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi
variabel pemahaman perpajakan yaitu 0,261
yang lebih besar dari a = 5%. Hal ini berarti
bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh
Ernawati (2018) dan Nelsi (2017) yang
menunjukkan bahwa pemahaman
perpajakan wajib pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan
penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Iva
(2014) yang menyatakan bahwa pemahaman
perpajakan  wajib pajak  berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat terjadi karena masih
kurangnya pemahaman perpajakan sehingga
kepatuhan wajib pajak juga masih rendah.
Kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi
dengan baik apabila wajib pajak memiliki
pamahaman yang baik mengenai peraturan
perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang
tidak memahami peraturan perpajakan
secara jelas cenderung akan menjadi wajib
pajak yang tidak patuh. Pemahaman wajib
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pajak berkaitan dengan peraturan pajak
seperti batas akhir pembayaran pajak,
besarnya pajak yang harus dibayarkan dan
ketentuan pajak yang berlaku. Selain itu,
seseorang yang memiliki pemahaman atas
perpajakan juga tidak menjamin wajib pajak
akan melaksanakan kewajibannya karena
terkadang seorang yang sibuk dalam
pekerjaan dapat terlupakan untuk melakukan
kewajiban perpajakannya sehingga
terlambat melaporkan SPT dan melakukan
pembayaran kewajiban perpajakannya.

Peningkatan pemahaman perpajakan
wajib pajak tentang peraturan perpajakan
seperti tata cara penerimaan dan pengolahan
surat pemberitahuan tahunan pajak, batas
akhir pelaporan pajak, besarnya pajak yang
harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan
lain. yang - berkaitan ~dengan peraturan
perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-
pihak terkait, baik wajib pajak atau fiskus
sehingga kepatuhan = wajib pajak orang
pribadi di KPP Surabaya Karangpilang akan
semakin meningkat.

Pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap
kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hipotesis ketiga (Has)
menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP
berpengaruh terhadap  kepatuhan wajib
pajak. Pada hasil pengujian hipotesis yang
menggunakan regresi logistik menunjukkan
bahwa hipotesis ketiga (Hs) ditolak, hal ini
dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi
variabel kemanfaatan NPWP vyaitu 0,286
yang lebih besar dari a = 5%. Hal ini
menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Siti
(2013) yang menunjukkan bahwa
kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan
penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Ainil



(2015) yang menyatakan bahwa
kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat terjadi karena
kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa
wajib pajak akan melaksanakan kewajiban
untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
Meskipun telah memiliki NPWP, banyak
wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban  perpajakannya. Kepemilikan
NPWP di KPP Surabaya Karangpilang
dinilai belum dapat memberikan manfaat
bagi wajib pajak sehingga wajib  pajak
belum termotivasi untuk- membayar dan
melaporkan pajaknya. Wajib pajak akan
patuh melaksanakan kewajiban
perpajakannya apabila memperoleh manfaat
atas kepemilikian NPWPnya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN
SARAN

Penelitian ini" untuk mengetahui
pengaruh  persepsi  sanksi  perpajakan,
pemahaman perpajakan dan kemanfaatan
NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya
Karangpilang. Berdasarkan hasil analisis
yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :

1. Variabel persepsi sanksi perpajakan

berpengaruh  signifikan._terhadap
kepatuhan wajib pajak, sehingga
hipotesis pertama diterima.

Pemberian sanksi yang memberatkan
wajib pajak akan membuat  wajib
pajak memilih tindakan yang akan

dilakukan yaitu untuk memilih
berperilaku patuh dalam
melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

2. Variabel pemahaman perpajakan
tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak,
sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal
ini dapat terjadi karena tidak selalu

12

seseorang yang paham perpajakan
akan patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya
dikarenakan seseorang tersebut sibuk
terhadap  pekerjaannya sehingga

terkadang lupa atau terlambat dalam
melaporkan SPT.

3. Variabel kemanfaatan NPWP tidak
berpengaruh  signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, sehingga
hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dapat
terjadi karena kepemilikan NPWP
tidak menjamin bahwa wajib pajak
akan melaksanakan kewajiban untuk
membayar dan melaporkan pajaknya

Pada penelitian ‘ini muncul beberapa
keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil
penelitian. - Berikut ~adalah ~ beberapa
keterbatasan yang ada dalam penelitian ini
adalah kebanyakan responden di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya
Karangpilang tidak mau  meluangkan
waktunya untuk mengisi kuesioner karena
mempunyai urusan yang mendadak sehingga
hasil yang didapat pun tidak maksimal.

Berdasarkan kesimpulan dan
keterbatasan ~dapat dilakukan perbaikan
dalam penelitian ini di masa mendatang
yaitu sebaiknya penyebaran kuesioner pada
wajib pajak orang  pribadi “menyediakan
makanan atau souvenir yang menarik untuk
para ~responden sehingga dapat menarik
minat responden dalam mengisi kuisioner.
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